
GUBERNUR GORONTALO

PERATURANGUBERNURGORONTALO
NOMOR !3 TAHUN2016

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURGORONTALONOMOR46
TABUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PROVINSIGORONTALOTAHUNANGGARAN2016

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerab Provinsi Gorontalo Tabun Anggaran 2016
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo 'rahun
Anggaran 2016, perlu penjabaran;

o. oahwa terhadap Lampiran III Peraturan Gubernur Gorontalo
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2016 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Gorontalo Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak. Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234};

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568};
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13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 05, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3655);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara RepubIik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 903);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2015 Nomor 13);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURANGUBERNUR GORONTALONOMOR 46 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINS! GORONTALO TAHUN
ANGGARAN2016.

Pasall
Ketentuan da1am Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 46
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasa1 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasall
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai berikut:

1. Pendapatan :
a. Pendapatan AsHDaerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang
Sah
Jumlah Pendapatan

2.Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
I} Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3} Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi HasH
7) Belanja Bantuan

Keuangan
8) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan
Jasa

3) Belanja Modal

Rp. 349.144.605.814,69
Rp.1.292.589.010.000,00

Rp. 40.304.240.000,00
Rp. 1.682.037.855.814,69

Rp. 289.965.079.120,53
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 309.599.400.000,00
Rp. 2.487.500.000,00
Rp. 114.732.721.915,29

Rp. 22.156.585.225,00
Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 773.941.286.260,82

Rp. 56.396.703.800.00

Rp. 469.792.890.450,87
Rp. 393.736.130.809,00

Rp.
Jumlah Belanja Rp.

919.925.725.059,87
1.693.867.011.320,69

Surplus/(Defisit) Rp. (11.829.155.506,00)
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3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 13.329.155.506,00
Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 11.829.155.506,00
Sisa lebih pembiayaan
Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Pasal 4 pada Lampiran III berubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan April 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2016 NOMOR 23
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
25 April 2016

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
25 April 2016
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